


HUKUM PEMERINTAHAN 

DAERAH 

 

 

 

Saptono Jenar 

Erifendi Churniawan 

Rasyid Tarmizi 

Ade Kosasih 

Didik Suhariyanto 

Xaviera Qatrunnada Djana Sudjati 

Mei Andriani 

Agustinus F. Paskalino Dadi 

Suwandoko 

Dewi Cahyandari 

Kristina Roseven Nababan 

Resma Bintani Gustaliza 

Nabilla Farah Quraisyta 

Gray Anugrah Sembiring 

Lailatul Fazriyah 

 

 

 

 

 

 



 

ii 

 
 

HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH 

 
 
 

Tim Penulis: 
Saptono Jenar 

Erifendi Churniawan 
Rasyid Tarmizi 

Ade Kosasih 
Didik Suhariyanto 

Xaviera Qatrunnada Djana Sudjati 
Mei Andriani 

Agustinus F. Paskalino Dadi 
Suwandoko 

Dewi Cahyandari 
Kristina Roseven Nababan 

Resma Bintani Gustaliza 
Nabilla Farah Quraisyta 
Gray Anugrah Sembiring 

Lailatul Fazriyah 
 
 
 

Editor  : Muhamad Rizal Kurnia, M.E., C.Ed. 
Tata Letak : Asep Nugraha, S.Hum. 
Desain Cover : Septimike Yourintan Mutiara, S.Gz. 
Ukuran  : UNESCO 15,5 x 23 cm 
Halaman : ix, 227 
ISBN  : 978-623-8385-49-2 
Terbit Pada : Maret 2024 
Anggota IKAPI : No. 073/BANTEN/2023 
 
 
Hak Cipta 2024 @ Sada Kurnia Pustaka dan Penulis 
Hak cipta dilindungi undang-undang dilarang memperbanyak karya tulis ini 
dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit dan 
penulis. 
 
PENERBIT PT SADA KURNIA PUSTAKA 
Jl. Warung Selikur Km.6 Sukajaya – Carenang, Kab. Serang-Banten 
Email  : sadapenerbit@gmail.com 
Website  : sadapenerbit.com & repository.sadapenerbit.com 
Telpon/WA : +62 838 1281 8431 

mailto:sadapenerbit@gmail.com


 

iii 
 

 

 

KATA PENGANTAR 
 

Segala  puji  dan  rasa  syukur,  Tim  Penulis  panjatkan  kehadirat   

Tuhan  Yang  Maha  Esa  yang  telah  memberikan  rahmat  dan karunia   

yang   berlimpah   tiada   henti   sehingga   tim   penulis   dapat 

menyelesaikan buku dengan judul Hukum Pemerintahan Daerah. 

Buku ini merupakan kolaborasi  dari  berbagai  Penulis  di  bidang  

hukum  dari  berbagai perguruan tinggi ternama di Indonesia.  

Buku ini mengupas secara mendalam aspek-aspek kritis dalam 

hukum pemerintahan daerah, memberikan wawasan yang mendalam 

kepada pembaca tentang kerangka hukum yang mengatur 

administrasi dan kebijakan pemerintahan di tingkat daerah. Dengan 

membahas konsep, regulasi, dan isu-isu kontemporer, buku ini 

menjadi panduan yang penting untuk memahami dinamika 

pemerintahan daerah. Buku ini disusun dalam beberapa bab yang 

terdiri dari: Konsep Desentralisasi dan Otonomi Daerah Di Indonesia, 

Konsep Pemerintahan Daerah dan Asas-Asas Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah, Konsep Hubungan Kewenangan Pemerintah 

Pusat-Pemerintah Daerah, Hubungan Keuangan Antara Pemerintah 

Pusat-Pemerintahan Daerah, Konsep Hubungan Pengawasan 

Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pemilihan Kepala 

Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Kepala Daerah dan Perangkat 

Daerah Dalam Sistem Pemerintahan  Daerah Di Indonesia, Hubungan 

Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Birokrasi 

Pemerintah Daerah dan Pelayanan Publik, Produk Hukum Daerah, 

Pembangunan Daerah, Desain Besar Penataan Daerah, Pengawasan 

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Kebijakan Desentralisasi 

Asimetris, Praktik Penyelenggaraan Desentralisasi Asimetris.  

Kami berharap karya ini dapat menjadi sumbangan berharga bagi 

semua pihak yang berkecimpung dalam studi hukum pemerintahan 

daerah, baik akademisi, praktisi hukum, maupun masyarakat luas. 

Kami  sebagai  Penulis  merasa  sangat  bangga  dan  berbahagia dengan 

penerbitan buku ini, kami berharap buku ini dapat memberikan 

manfaat dan inspirasi bagi banyak orang. Buku ini perlu untuk  
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dimiliki,  dijadikan  referensi  dan  sebagai  media  pembelajaran dan  

penambah  ilmu  pengetahuan  bagi  para  pembacanya.  Namun 

demikian  kami  tetap  berharap  mendapatkan  Masukan,  Saran  dan 

Kritik  Membangun  untuk  Kesempurnaan  buku  ini.  Akhir  kata,  kami 

semua  mengucapkan  Terimakasih  kepada  semua  pihak  yang  telah 

membantu dan mengapresiasi buku kami 
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BAB 1  

KONSEP DESENTRALISASI 

DAN OTONOMI DAERAH DI 

INDONESIA 
 

 

Saptono Jenar, S.H., M.H., CLA., CPCD.  

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 

Transmigrasi  

 

 

 

Pendahuluan 

Pernyataan konstitusional mengenai bentuk negara (staats-vorm) 

sebagaimana tercantum di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), 

merupakan konsep bentuk negara yang dianut oleh Indonesia yaitu 

negara kesatuan (unitary state atau eenheidstaat). Ditentukan 

kemudian pada Pasal 37 ayat (5) UUD NRI Tahun 1945, bahwasanya 

mengenai bentuk negara kesatuan tersebut tidak dapat diubah 

meskipun suatu saat nanti dilakukan perubahan UUD NRI Tahun 1945 

sesuai dengan prosedur yang ditentukan di dalam UUD NRI Tahun 

1945 (verfassung wandlung) (Asshiddiqie, 2005). Meskipun, 

Indonesia menganut negara kesatuan, namun tidak dapat dipungkiri 

bahwa terdapat juga adanya pemerintahan daerah dalam 

penyelenggaraan pemerintahan. Keberadaan pemerintahan daerah 

tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 18 ayat (1) UUD NRI Tahun 

1945 yang menyebutkan bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia 

dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas 

kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu 
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Pembagian Kekuasaan, (3) Hubungan Pemanfaatan Sumber Daya 

Alam, (4) Pengelolaan Laut, (5) Upaya Hukum Atas Pembatalan 

Peraturan Daerah, dan (6) Eksistensi Lampiran Undang-Undang Yang 

Mengatur Pembagian Urusan Konkuren Antara Pemerintah Pusat, 

Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota (Safa’at, 2015). Meskipun demikian, mencari bentuk 

yang ideal dalam penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah 

ke depan sudah seharusnya didasarkan pada kebutuhan faktual 

lokalitas daerah dan menyesuaikan dengan kondisi geografis setiap 

wilayah serta kapasitas pemerintah daerahnya. Hal tersebut penting 

dalam memetakan strategi dan sasaran yang hendak dicapai dalam 

rangka upaya mewujudkan pemerataan pembangunan serta 

mensejahterakan masyarakat di setiap daerah. 
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telah dipublikasikan di majalah dan jurnal ilmiah hukum baik di 

tingkat nasional maupun di tingkat internasional, dengan harapan 

dapat memberikan kontribusi positif dalam mengembangkan disiplin 

ilmu hukum. Adapun artikel-artikel yang telah dipublikasikan dapat di 

lihat pada: https://orcid.org/0000-0002-0229-4626 atau di 

https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=en&hl

=en&user=RWJ9HoYAAAAJ. 
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Pendahuluan 
Pemerintahan Daerah atau di Negara-negara Barat dikenal dengan 

Local Government dalam penyelenggaraannya didasarkan pada 

konsep-konsep, seperti Asas, Sistem dan Prinsip Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah, Otonomi Daerah, serta Tujuan Pemerintahan 

Daerah. Konsep-konsep ini demikian pentingnya dan merupakan 

elemen dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan di 

Daerah.(Djaenuri, 2015) Dalam memahami makna konsep 

pemerintahan daerah perlu dicermati 3(tiga) hal penting berkaitan 

dengan lingkup istilah pemerintahan daerah, yaitu: pertama berkaitan 

dengan dimensi pengertian, kedua berkaitan dengan bentuk 

pemerintahan daerah dan ketiga berkenaan lingkungan yang 

berpengaruh terhadap pemerintah daerah. Secara umum ada 2 (dua) 

bentuk pemerintahan daerah di dunia ini, yaitu Local Self Government 

dan Local State Government.  

Pemerintahan daerah sebagai entitas penyelenggara layanan 

publik di tingkat lokal tidak hanya berkembang seiring waktu, tetapi 
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juga mengalami transformasi fundamental dalam perannya. 

Perubahan dinamis dalam tuntutan masyarakat, perkembangan 

teknologi, dan ekspektasi terhadap pemerintah daerah telah 

mendorong evolusi dalam konsep pemerintahan daerah dan asas-asas 

penyelenggaraannya. 

Pemerintahan daerah memiliki peran strategis dalam mengelola 

kepentingan masyarakat lokal, mengatur sumber daya, serta 

menciptakan kondisi yang mendukung pembangunan daerah. Konsep 

pemerintahan daerah tidak hanya mencakup struktur organisasi, 

tetapi juga melibatkan serangkaian asas-asas penyelenggaraan 

pemerintahan daerah yang menjadi dasar pelaksanaan kebijakan 

publik. Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk mendalami 

konsep pemerintahan daerah dan menganalisis asas-asas 

penyelenggaraan pemerintahan daerah yang melandasi kebijakan dan 

praktik pemerintahan daerah di berbagai wilayah.(Gerokgak, 2018) 

Penelitian ini dilaksanakan dalam konteks perkembangan 

pemerintahan daerah di era otonomi daerah, di mana kewenangan 

pemerintah daerah semakin diperluas. Melalui kajian ini, akan 

diidentifikasi perubahan signifikan dalam struktur dan fungsi 

pemerintahan daerah yang mempengaruhi pelaksanaan asas-asas 

penyelenggaraan pemerintahan daerah. 

Pentingnya pemahaman konsep pemerintahan daerah dan asas-

asas penyelenggaraan pemerintahan daerah menjadi krusial 

mengingat dampak langsungnya terhadap efektivitas dan efisiensi 

pelaksanaan kebijakan publik di tingkat lokal. Dengan pemahaman 

yang mendalam, diharapkan pemerintahan daerah dapat lebih 

responsif dan berkualitas dalam memenuhi kebutuhan 

masyarakat.(Djaenuri, 2015) Kajian pustaka utama menguraikan 

konsep pemerintahan daerah dan asas-asas penyelenggaraan 

pemerintahan daerah yang diambil dari pemikiran para ahli tata 

pemerintahan, konstitusi, serta literatur terkait. Analisis mendalam 

terhadap pandangan-pandangan tersebut akan memberikan landasan 

teoritis yang kokoh bagi penelitian ini. 

Sejumlah penelitian sebelumnya telah mengungkapkan berbagai 

dinamika dan tantangan dalam pelaksanaan pemerintahan daerah. 

Hasil-hasil riset tersebut akan menjadi landasan kuat untuk 
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keberlanjutan lingkungan dan inklusivitas sosial. Dengan demikian, 

konsep pemerintahan daerah dan asas-asas penyelenggaraan 

pemerintahan daerah yang baru memerlukan pendekatan holistik dan 

responsif. Kesimpulan ini menjadi dasar untuk perumusan kebijakan 

dan praktik pemerintahan daerah yang adaptif, inklusif, dan berdaya 

saing. Sehingga, pemerintahan daerah dapat menjadi agen utama 

dalam mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat lokal. 

 

 

 

********** 
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Pendahuluan  

Pemerintah pusat adalah penyelenggara urusan pemerintahan di 

tingkat nasional, sedangkan pemerintah daerah adalah penyelenggara 

urusan pemerintahan di daerah masing–masing. Indonesia memiliki 

sistem pemerintahan yang terbagi menjadi dua, yaitu pemerintah 

pusat dan pemerintah daerah.  Berdasarkan Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (KBBI), pemerintah pusat adalah penguasa yang bertugas di 

pusat, melingkupi seluruh pemerintah daerah.   

Pemerintah pusat adalah penyelenggara pemerintahan nasional 

Indonesia. Terdiri dari presiden dan wakil presiden, dibantu oleh para 

menteri. Sedangkan pemerintah daerah adalah lembaga yang 

mengatur daerah melalui otonomi daerah. Dalam penyelenggaraan 

pemerintahan, hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah 

daerah harus terjalin dengan baik dan harmonis. Tujuan yang terjalin 

tersebut untuk kemakmuran rakyat. Ada berbagai hubungan antara 

pemerintah pusat dan daerah, yakni:  
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pemerintahan daerah atau desa, atau dari provinsi ke 

Kabupaten/Kota dan Desa. Pembiayaan dan dukungan sarana 

diberikan oleh yang menugaskan sedangkan yang menerima 

penugasan wajib untuk mempertanggungjwabkan pelaksanaan tugas 

tersebut yang menugaskan. 

 

 
Gambar 3.3: Pelaksanaan Tugas  

Sumber: Diolah Penulis.  
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Pokok Pikiran Hubungan Keuangan Antara Pemerintah 

Pusat-Pemerintahan Daerah 

Konsekuensi logis penyelenggaraan pemerintahan negara dengan 

desentralisasi adalah diberikannya kewenangan dari pemerintah 

pusat kepada pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengurus 

rumah tangga daerahnya masing-masing sesuai dengan potensi, 

kondisi dan kebutuhan daerah. Karakteristik daerah yang berbeda 

akan memungkinkan pembangunan daerah secara berbeda pula 

sesuai dengan sumber daya yang dimiliki daerah tanpa intervensi dari 

pemerintah pusat (Soleh & Rochmansjah, 2010).  

Penyerahan kewenangan kepada daerah untuk mengatur 

dimanifestasikan dalam bentuk kebebasan menetapkan kebijakan-

kebijakan yang menjadi kewenangan daerah melalui peraturan 

daerah. Sedangkan kewenangan untuk mengurus rumah tangga 

daerah ditindaklanjuti dengan kebijakan desentralisasi fiskal dan 

desentralisasi administrasi dari pemerintah pusat ke pemerintahan 
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daerah. Kedua desentralisasi tersebut, khususnya desentralisasi fiskal 

akan menentukan derajat otonomi atau kemandirian daerah, karena 

terkait dengan kemampuan daerah untuk membiayai kegiatan 

pelayanan dan pembangunan daerah. 

Dalam kenyataannya, tidak ada satupun daerah otonom yang 

mampu membiayai secara penuh rumah tangganya sendiri (Manan, 

2003). Di sinilah esensi pengaturan hubungan keuangan antara pusat 

dan daerah (HKPD) yang sebenarnya yaitu distribusi kapasitas fiskal 

dari pemerintah pusat ke daerah (Alit Ayu Meinarsari, 2016) untuk 

mengatasi kesenjangan kemampuan keuangan daerah secara vertikal 

dengan pusat maupun secara horizontal antardaerah (Martira, 2021).  

Intinya, HKPD dimaknai sebagai suatu mekanisme yang mengatur 

tata cara pembagian sejumlah dana pada berbagai tingkatan 

pemerintah untuk membiayai kegiatan-kegiatan di sektor publik 

(Devas, 1989) dalam rangka membangun kemampuan fiskal daerah 

yang sesuai dengan beban kewenangan yang dimiliki daerah otonom 

(Christia & Ispriyarso, 2019). Oleh karena itu, HKPD ditentukan oleh 

tingkat desentralisasi yang tercermin dari pembagian kewenangan 

(Nugraha, 2007).  

Dari perspektif daerah, hubungan keuangan memiliki makna 

sebagai hak mengelola keuangan daerah secara mandiri disandingkan 

dengan kebijakan pemerintah pusat dalam mendistribusikan dana 

dan pengawasan serta pengendalian terhadap fiscal policy daerah. 

Hanya saja, jangan sampai kebijakan transfer dana dan pengawasan 

fiskal lebih dominan, sehingga mengakibatkan resentralisasi yang 

merupakan antitesis dari semangat desentralisasi yang pada akhirnya 

mereduksi kemandirian daerah (Tjandra, 2020).  Oleh karena itu, 

diperlukan adanya perimbangan keuangan sesuai kondisi dan 

kebutuhan daerah di bawah supervisi pemerintah pusat 

(Djaenuri:2012).  

Menurut Dafflon (Dafflon, 2013), ada tiga hal yang perlu menjadi 

perhatian dalam pengaturan HKPD yaitu: Pertama: beranjak dari 

pemikiran bahwa daerah merupakan garda terdepan dalam 

memberikan service public kepada masyarakat; Kedua: terdapat 

keterkaitan erat antara Pemda  dengan dinamika kemasyarakatan; 

Ketiga: distribusi keuangan kepada setiap daerah perlu 
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Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah dikemukakan dalam Pasal 18 

UUD 1945. Yang kemudian pasal ini diamandemenkan kedua UUD 

1945 ini dimulai dengan perubahan Pasal 18 UUD 1945, pada 

perubahan ini pembagian daerah di Indonesia lebih diperjelas. Pada 

Pasal 18 ayat (1) UUD 1945, disebutkan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu 

dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, 

dan kota itu mempunyai pemerintah daerah, yang diatur dengan 

undang-undang.  

Adapun tentang hubungan antara pemerintah pusat dan 

pemerintah daerah terdapat dalam Pasal 18A, dimana dalam ayat (1) 

disebutkan bahwa: hubungan wewenang antara pemerintah pusat 

dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota atau antara 

provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang 

dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.  

Ketentuan tentang hubungan pusat dan daerah terdapat pula di 

dalam Pasal 2 undang-undang No. 32 tahun 2004, Adapun isi dari 
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pasal tersebut adalah: Negara kesatuan republik Indonesia dibagi atas 

daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten 

dan kota yang masing-masing mempunyai pemerintah daerah.  

Dalam Negara yang berbentuk kesatuan, pemerintah pusat 

bertanggung jawab untuk menjamin keutuhan negara kesatuan, 

karenanya harus dapat menjamin pelayanan yang sama atau 

keseragaman kepada seluruh rakyat (asas uniformitas), sehingga 

karena tanggung jawabnya ini penyelenggaraan pemerintah pusat 

cenderung bersifat sentralistik. Ada dua ciri yang melekat pada negara 

kesatuan, yaitu: adanya supremasi dari Dewan Perwakilan Rakyat 

Pusat dan tidak adanya badan-badan lain yang berdaulat, bagi warga 

negaranya dalam negara kesatuan hanya terasa adanya satu 

pemerintahan, maka negara kesatuan merupakan bentuk negara yang 

mempunyai ikatan serta integrasi yang paling kokoh. (B Hestu Cipto 

Handoyo, 2022)  

Sistem pemerintahan pusat adalah suatu kesatuan yang terdiri 

atas lembaga-lembaga negara. Lembaga-lembaga negara tersebut 

terdiri atas legislatif, eksekutif maupun yudikatif yang saling bekerja 

sama dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan pusat. Susunan 

lembaga negara kita yang dulu dengan sekarang berbeda. 

Dengan demikian, kekuasaan pemerintahan dibagi berdasarkan 

penugasan kepada unit pemerintahan yang berbeda yang 

bertanggung jawab mewakili konstituensi yang berbeda. 

Accountability dipahami  sebagai pembuktian  sejauh  mana  seseorang  

yang  memiliki  kekuasaan menjalankan  tugas atau  perintah  yang  

diamanatkan  kepadanya,  menurut  cara,  alat dan tingkat pencapaian 

sasaran yang telah ditetapkan.  

Obligation dipandang sejauh mana seseorang yang berkuasa 

mampu menepati, menunaikan dan memenuhi janji (pledge, 

commitment, sense of duty) lahir dari sebuah kesepakatan (kepada 

Tuhan, alam, masyarakat dan dirinya sendiri). Kedaulatan rakyat yang 

menjadi ciri khas negara demokrasi menjadi suatu bahasan yang 

sangat menarik untuk dibuktikan dan direalisasikan oleh pemerintah 

sebagai pemegang kekuasaan. Pemerintah adalah aktor yang penting 

yang hanya bisa tunduk kepada kedaulatan rakyat bukan kepada 

pasar ataupun birokrasi. (Johan Jasin, 2019) 
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terdiri dari ketaatan tak bersyarat pada peraturan-peraturan yang 

diperintahkan oleh negara. Bahwa peraturan-peraturan tersebut 

sejalan atau tidak sejalan dengan rasa keadilan masyarakat itu tidak 

penting, warga negara tidak menilai hukum akan tetapi mematuhinya. 

(Philippe Nonet/Philip Selznick, 2008). 
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Pesta Demokrasi pada Tatanan Pemerintahan Daerah  

Sebagai negara demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat 

di atas segala-segalanya, negara memiliki andil untuk mengakomodir 

mewujudkan wadah penyelenggaraan pesta demokrasi bagi seluruh 

masyarakat untuk menentukan pilihannya yang akan memimpin 

suatu kelompok masyarakat bagi pada tatanan pemerintahan pusat 

maupun pemerintahan daerah. Menurut Rossana, demokrasi sebagai 

bentuk pemerintahan dimana hak-hak untuk membuat keputusan-

keputusan politik digunakan secara langsung oleh setiap warga 

negara, yang diaktualisasikan melalui prosedur pemerintahan 

mayoritas, yang biasa dikenal dengan istilah demokrasi langsung 

(Rossana, 2016). Dari pandangan Rossana ini bahwasanya hak setiap 

warga negara ini perlu diaktualisasi, selaras dengan pandangan 

tersebut demokrasi menurut Hidayat Nur Sardini sebagaimana 

dikutip oleh Riskiyono, dapat diukur dari beberapa hal: Pertama, 

pemilu terselenggara dengan kompetisi yang sehat, partisipatif, 

derajat keterwakilan yang tinggi dan akuntabel (Riskiyono, J. 2019). 

Pemilu atau dikenal secara lengkap dengan Pemilihan Umum dari 

pandangan Riskiyono, menjadi sebuah indikator pesta demokrasi 

telah diselenggarakan oleh negara yang memilih sistem demokrasi. 

Kemudian Susanto menyebutkan bahwasanya dalam kerangka negara 

demokrasi, pelaksanaan Pemilu merupakan momentum yang sangat 
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Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan Tahun 2018 yang 

pelantikannya dilakukan tahun 2019 memegang jabatan selama 5 

(lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan sepanjang tidak 

melewati 1 (satu) bulan sebelum diselenggarakannya 

pemungutan suara serentak secara nasional tahun 2024”. 

3. Memerintahkan pembuatan putusan ini dalam Berita Negara 

Republik Indonesia sebagaimana mestinya 

Saldi Isra turut menyampaikan “Pasal 201 ayat (4) PERPPU 

1/2014 secara eksplisit menyatakan adanya kepala daerah/wakil 

kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada 2019 tidak diatur 

secara tersendiri dalam kaitannya dengan Pasal 162 ayat (1) dan ayat 

(2) UU Pilkada. Akibatnya, kepala daerah/wakil kepala daerah yang 

baru dilantik pada 2019 seperti dipaksa mengikuti masa jabatan 

kepala daerah/wakil kepala daerah yang dilantik pada 2018. Padahal 

mereka (kepala daerah yang dilantik pada 2019) dilantik karena masa 

jabatan kepala daerah sebelumnya baru berakhir pada 2019. Sehingga 

Mahkamah melihat ada kerugian konstitusional yang dialami oleh 

para Pemohon berupa pemotongan masa jabatannya yang bukan 

disebabkan oleh implementasi norma Pasal 201 ayat (5) UU Pilkada, 

melainkan akibat kekosongan norma yang mengatur Pasal 201 ayat 

(5) dengan Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU Pilkada bagi kepala 

daerah/wakil kepala daerah yang dipilih pada 2018 dan baru dilantik 

pada 2019 karena menunggu berakhirnya masa jabatan kepala 

daerah/wakil kepala daerah sebelumnya”.  
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Pendahuluan 
Bab ini mencakup aspek-aspek kunci, termasuk kedudukan, tugas, dan 

wewenang Kepala Daerah serta perangkat daerah. Sebagai landasan, 

dibahas pula prinsip-prinsip dasar dalam sistem pemerintahan 

daerah di Indonesia, seperti desentralisasi, otonomi daerah, dan tugas 

pembantuan. Kepala Daerah dijelaskan sebagai pemimpin tertinggi di 

daerah yang memiliki peran sentral dalam menyusun dan 

melaksanakan kebijakan daerah, menetapkan peraturan daerah, serta 

memimpin pelaksanaan pembangunan dan memelihara ketertiban 

daerah. Perangkat daerah, sebagai unit kerja pendukung, memiliki 

peran signifikan dalam membantu Kepala Daerah mencapai tujuan 

pemerintahan daerah. Bab ini juga menjelaskan hubungan koordinatif 

antara Kepala Daerah dan perangkat daerah, di mana Kepala Daerah 

memiliki kewenangan untuk mengoordinasikan kegiatan perangkat 

daerah sesuai dengan arahan dan kebijakannya. Untuk menjelaskan 

lebih lanjut, bab ini membahas tugas dan wewenang Kepala Daerah 

dan perangkat daerah yang diatur dalam undang-undang serta 

peraturan perundang-undangan lainnya. Selain itu, bab ini 
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responsif. Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan 

dapat dilakukan melalui berbagai saluran, dan penelitian terdahulu 

memberikan dorongan untuk memahami pentingnya keterlibatan 

aktif masyarakat. 

Dengan demikian, melalui tinjauan komprehensif terhadap peran 

dan dinamika kepemimpinan daerah, serta sinergi efektif antara 

kepala daerah, perangkat daerah, dan masyarakat, diharapkan dapat 

memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas 

penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia. 
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Pendahuluan 
Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik.  Sebagai 

negara kesatuan, negara Indonesia terbagi ke dalam wilayah 

pemerintahan kabupaten/kota, provinsi dan pusat.   Pembagian dan 

penataan pemerintahan ini memiliki imbas pada jenis dan batasan 

kewenangan yang ada pada masing-masing pemerintahan. 

Penyelenggara pemerintahan pusat adalah pemerintah pusat 

sementara pemerintahan daerah dilaksanakan oleh DPRD dan 

pemerintah daerah, dibantu oleh perangkat daerah. Asas otonom dan 

tugas pembantuan menjadi dasar penyelenggaraan pemerintahan 

daerah. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 jo 

UU Nomor 2 tahun 2015 dan Nomor 9 Tahun 2015 memuat ketentuan 

bahwa pemerintah pusat diselenggarakan oleh presiden, sementara 

pemerintah daerah oleh kepala daerah.   

Tampak bahwa pemerintahan daerah berbeda dengan 

pemerintah daerah. Pemerintahan daerah diselenggarakan oleh DPRD 

dan pemerintah daerah, sementara pemerintah daerah adalah kepala 
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daerah yang menyelenggarakan pemerintahan di daerah berdasarkan 

kewenangan daerah otonom. Pemerintahan daerah merupakan 

kombinasi antara kepala daerah dan DPRD, sementara pemerintah 

daerah adalah kepala daerah dan perangkat daerah yang membantu 

kepala daerah dalam melaksanakan kewenangan daerah otonom. 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pemerintah daerah 

memiliki hubungan erat dengan DPRD dalam penyelenggaraan 

pemerintahan daerah. Hubungan antara keduanya dapat meliputi 

hubungan kewenangan, fungsi, kewajiban dan tugas. 

 

Dasar Hukum Pemerintahan dan Pemerintah Daerah 
Pengaturan tentang pemerintahan daerah dan pemerintah daerah 

pada dasarnya merupakan bagian penting dalam pelaksanaan 

pemerintahan negara kesatuan. Jika Negara Federal atau negara 

serikat memiliki negara bagian sebagai bagian dari penerapan 

desentralisasi pemerintahan dan kewenangan, maka pemerintahan 

negara kesatuan memiliki perangkat pemerintah daerah sebagai 

pelaksana desentralisasi. Prinsip desentralisasi sebagai model 

pelaksanaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, 

memberikan posisi penting bukan hanya pada pemerintah melainkan 

juga pada pemerintah daerah.  

Peraturan perundangan-undangan yang menjadi dasar hukum 

tentang pemerintahan daerah dan pemerintah daerah, yakni:  

1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 

Ada perbedaan ketentuan yang berhubungan dengan 

pemerintahan daerah dalam UUD 1945 teks awal dan pasca 

amandemen. UUD 1945 teks awal memuat ketentuan tentang 

pemerintahan daerah pada pasal 18. Pasal 18 berbunyi:  

“Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan 

bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-

undang, dengan memandang dan mengingati dasar 

permusyawaratan dalam system pemerintahan negara, dan hak-

hak asas-usul dalam daerah yang bersifat istimewa”.  

Rumusan aturan tentang pemerintahan daerah dalam UUD 

1945 teks awal terlihat sangat terbatas dan tidak menyebut secara 

eksplisit terminologi pemerintah daerah.  
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3. Kebijakan Strategis Kepegawaian 

Kebijakan strategis kepegawaian tingkat daerah juga 

mengharuskan adanya Kerjasama DPRD dan Pemda.  Terdapat lima 

hal penting dalam kebijakan kepegawaian, yakni: formasi pegawai, 

pemberhentian pegawai ASN, tambahan penghasilan di luar gaji, 

pengisian jabatan struktural, dan pengukuran kinerja pegawai. 

Prinsip yang mendasari pelaksanaan kerjasama antara lain: 

transparansi, efisiensi dan efektivitas, pengutamaan kepentingan 

umum, saling mempercayai dan menghormati bidang tugas 

masing-masing.  

4. Kebijakan Strategis Pengelolaan Barang 

Hubungan kerja Pemda dan DPRD mesti dipahami dalam 

perspektif kebijakan bukan pada aspek teknis operasional. Hal itu 

berarti bahwa hubungan itu dibangun dalam wilayah perencanaan, 

pelaksanaan pengadaan, dan pengawasan atas barang yang 

dikelola.  

5. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban 

Dalam setiap siklus tahunan penyelenggaraan pemerintahan 

daerah, pemerintah daerah wajib menyampaikan LKPJ KDH 

kepada DPRD sekaligus membuat laporan pertanggung jawaban 

yang disebut dengan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (LPPD) kepada presiden untuk gubernur dan kepada 

Menteri Dalam Negeri oleh bupati/walikota.  

6. Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan 

dan Anggaran 

Hubungan pemerintah daerah dan DPRD juga berkaitan dengan 

kontrol DPRD terhadap pelaksanaan peraturan perundang-

undangan dan anggaran oleh pemerintah daerah. Sebagai lembaga 

legislatif, DPRD memiliki fungsi untuk mengawasi pemerintah 

daerah sebagai pelaksana peraturan perundang-undangan dan 

anggaran (eksekutif). 

 

 

************ 
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Birokrasi Pemerintah 
Definisi birokrasi menurut (Suhardiman et al., 2023, p. 3), menyatakan 

bahwa: 

1. Birokrasi merupakan suatu sistem dalam organisasi yang 

kompleks yang memerlukan penanganan berbagai macam 

keterampilan teknis dipergunakan untuk melaksanakan 

kebijaksanaan yang telah ditentukan oleh pihak lain. 

2. Birokrasi merupakan suatu sistem kewenangan, kepegawaian, 

jabatan dan metode-metode yang dipergunakan oleh pemerintah 

untuk melaksanakan tujuan program-programnya. 

3. Birokrasi merupakan merupakan lembaga pemerintah yang 

menjalankan fungsi pelayanan pemerintahan baik ditingkat pusat 

maupun ditingkat daerah. 

4. Birokrasi adalah suatu prosedur dalam melaksanakan sistem 

pemerintahan yang efektif dan efisien yang berdasarkan teori dan 

peraturan yang berlaku serta memiliki spesialisasi menurut tujuan 

yang telah ditetapkan oleh organisasi/institusi. 
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Pegawai pemerintah dalam suatu organisasi sebagai aktor untuk 

menjalankan birokrasi memiliki struktur dan aturan-aturan yang 

jelas, formal serta memiliki tugas dan fungsi dalam proses pencapaian 

tujuan negara antara lain administrasi publik,  pelayanan dan 

pembangunan (Rusfiana & Supriatna, 2021, p. 2). Birokrasi dalam 

aspek pemerintahan berperan dalam penyelenggaraan dan menjamin 

kelancaran pelaksanaan roda pemerintahan. Birokrasi pemerintah 

sebagai penyelenggara pemerintahan bertanggung jawab untuk 

menjalankan tujuan pelayanan prima terhadap publik.  

Syukur Abdullah dalam (Prabowo, 2022, p. 8) membagi kategori 

birokrasi menjadi 3 bentuk, yakni:  

1. Birokrasi pemerintahan umum merupakan organisasi 

pemerintahan yang menjalankan tugas pemerintahan umum 

seperti menjaga keamanan dan ketertiban tingkat pusat dan 

daerah. Tugas ini bersifat mengatur atau regulatif function. 

2. Birokrasi pembangunan merupakan organisasi pemerintahan yang 

menjalankan satu bidang sektor untuk mencapai tujuan 

pembangunan seperti kesehatan, pendidikan, insustri, dan lain-

lain.  

3. Birokrasi pelayanan merupakan bagian atau berhubungan dengan 

masyarakat. Fungsi birokrasi pelayanan adalah pelayanan 

langsung kepada masyarakat.  

 

Prinsip-prinsip birokrasi dalam pemerintahan (Rusfiana & 

Supriatna, 2021, pp. 69–74), sebagai berikut: 

1. Prinsip organisasi yang dalam hal ini sebagai paradigma dalam 

kelembagaan, maka prinsip ini harus dipahami dan 

diimplementasikan.  

2. Prinsip kejelasan misi yakni misi birokrasi harus berdasar pada 

peraturan perundang-undangan dan dijalankan secara transparan 

dalam berbagai bentuk pelayanan masyarakat yang memenuhi 

syarat benar, ramah, cepat, akurat.  

3. Prinsip kejelasan fungsi yang dalam hal ini perlu adanya kejelasan 

fungsional suatu instansi sebagai langkah untuk menjamin bahwa 

dalam birokrasi tidak ada tumpang tindih kewenangan antar 

instansi. Prinsip kejelasan fungsi berupaya untuk menghilangkan 
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Pengembangan strategi pelayanan publik oleh pemerintah 

daerah baik secara langsung atau pelayanan digital dilakukan untuk 

meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat. Strategi dalam 

meningkatkan kualitas pelayanan oleh pemerintah daerah dapat 

merujuk pada teori yang dikemukakan oleh Mulyadi dalam (Sellang et 

al., 2019), diantaranya: 

1. Grand strategy, yakni usaha secara menerus dan terarah untuk 

mencapai tujuan jangka panjang organisasi. 

2. Generic strategy, yakni upaya untuk mewujudkan biaya rendah 

atau diferensiasi luas dengan fokus target luas atau sempit. 

3. Value based strategy, yakni upaya untuk memberikan arahan 

kepada pemegang wewenang untuk bertanggung jawab atas:  

a. Memberi kemampuan terbaik untuk pemenuhan kebutuhan 

penerima layanan atau masyarakat . 

b. Menciptakan sistem strategi berkelanjutan dan melakukan 

perbaikan terhadap nilai yang telah dibentuk dalam sistem.  

Berdasarkan strategi tersebut di atas, pemerintah daerah dalam 

melaksanakan pelayanan publik senantiasa melakukan perbaikan 

berkala dengan berpedoman pada perubahan kultur, organisasi, 

struktur organisasi dan pembangunan sumber daya birokrat. Hal ini 

bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan 

pelayanan publik sesuai asas-asas umum pemerintahan yang baik dan 

memberi perlindungan dari penyalahgunaan wewenang dalam 

pelayanan publik (Bhudianto, 2011, p. 6). 

Pelayanan publik di daerah dapat dilakukan dengan berbagai 

cara baik secara langsung atau secara digital. Pelayanan publik digital 

erat kaitannya dengan e-government atau pemanfaatan teknologi yang 

bertujuan untuk menyelenggarakan pelayanan publik agar lebih baik 

dan meningkatkan hubungan pemerintah daerah dengan masyarakat 

melalui pemerataan akses pelayanan publik.  
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Pendahuluan 
Pemerintah daerah sebagai pusat penggerak kehidupan 

bermasyarakat memiliki peranan penting untuk melaksanakan 

rekayasa sosial. Rekayasa sosial menjadi aspek penting, pasalnya 

untuk membentuk daerah yang sesuai dengan cita-cita luhur bangsa 

yang tertuang pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI 1945) yang berbunyi 

“…Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa 

Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan 

kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa…” perlu 

adanya suatu pedoman yang digunakan dalam bermasyarakat. Bukan 

hanya persoalan-persoalan publik namun pada segi privat pun turut 

diatur pula. Pengaturan ini bukan hanya semata-mata kepentingan 

pemerintahan, namun urgensi pengaturan untuk menjadikan 

masyarakat daerah lebih sejahtera. Sebagaimana kita ketahui negara 

Indonesia merupakan salah satu negara yang memilih konsep “welfare 

state” (Negara Kesejahteraan) yang mana menurut Jeremy Bentham 

pada abad ke-18 yang mana ia menggagas pemerintah memiliki 

tanggung jawab atas kebahagiaan masyarakat yang mana ia sebutkan 

dengan “the greatest happiness (welfare) of the greatest number”.  
Rekayasa sosial menurut pakar-pakar hukum diartikan sebagai 

“law as a tool of social engineering”. Menurut Roscoe Pound dikutip 

melalui H. Yacob Djasmani adalah sarjana yang mengemukakan 

pemikiran mengenai penggunaan hukum sebagai sarana atau alat 
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penetapan hasil rapat pimpinan DPRD dalam rangka 

menyelenggarakan tugas fungsi DPRD yang bersifat teknis 

operasional. Selanjutnya Keputusan Badan Kehormatan DPRD 

merupakan penetapan yang bertujuan untuk melaksanakan 

penjatuhan sanksi kepada anggota DPRD, materi muatan yang ada 

memuat mengenai penjatuhan sanksi kepada anggota DPRD yang 

terbukti melanggar peraturan DPRD tentang tata tertib dan/atau 

peraturan DPRD tentang kode etik. Melihat dari tujuan dari ke-3 

(ketiga) penetapan diatas maka nampak kebutuhan dikeluarkan 

keputusan tersebut untuk kepentingan-kepentingan internal DPRD 

yang sedang menjabat sehingga bersifat  konkrit, individual, dan final.  
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Pendahuluan 
Pembangunan daerah merupakan sebuah konsep integral dalam 

upaya pembangunan nasional yang mengutamakan aspek 

pengembangan dan pemberdayaan tingkat lokal. Secara umum, 

pembangunan daerah mencakup upaya-upaya strategis untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat struktur 

ekonomi, dan memajukan sektor-sektor kritis di tingkat lokal. 

Pentingnya pembangunan daerah tidak hanya tercermin dalam 

dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dalam 

peningkatan kualitas hidup masyarakat, pelestarian budaya lokal, dan 

pemberdayaan sumber daya manusia (Rahayu, 2018). 

Pentingnya pembangunan daerah tidak dapat diabaikan, 

terutama karena daerah merupakan entitas yang memiliki 

karakteristik unik, potensi sumber daya alam, dan warisan budaya 

yang beragam. Melalui pembangunan daerah, upaya optimalisasi 

pemanfaatan potensi lokal dapat dilakukan, membuka peluang baru 

bagi pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan serta meningkatkan 

kualitas hidup masyarakat setempat. 

Berbagai negara di dunia sadar akan urgensi pembangunan 

daerah dan telah mengimplementasikan berbagai strategi untuk 

mencapai tujuan ini (Vodden et al., 2019). Praktik-praktik 

pembangunan daerah yang sukses dapat ditemukan di berbagai 

belahan dunia, seperti model pemberdayaan masyarakat lokal di 

Skandinavia (Asheim, Hansen and Isaksen, 2022), penekanan pada 
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inovasi dan teknologi di Asia Timur(Yeung, 2009; Yoshimatsu, 2023), 

serta strategi pengembangan pariwisata berkelanjutan di beberapa 

negara di Amerika Latin(Maximiliano, 2017). Negara-negara tersebut 

mencerminkan upaya konkret dalam membangun keberlanjutan 

ekonomi dan sosial melalui penguatan aspek lokalitas dan kearifan 

lokal. Keberhasilan pembangunan daerah pada akhirnya menjadi 

cermin dari sejauh mana negara-negara tersebut mampu 

menggandeng potensi lokal untuk menciptakan kemajuan yang 

berkelanjutan. 

 

Pengertian Pembangunan Daerah 
Teori pembangunan daerah muncul dari beberapa tradisi intelektual 

yang berbeda. Teori perdagangan neoklasik dan teori pertumbuhan 

memberikan dasar konseptual untuk memahami apakah ekonomi 

regional akan menjadi lebih mirip atau lebih berbeda dari waktu ke 

waktu. Dimensi spasial dari teori pembangunan daerah modern dapat 

ditelusuri dari beberapa sumber. Pembangunan daerah adalah suatu 

konsep dan rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat serta mengembangkan potensi ekonomi 

dan sosial di tingkat lokal. Menurut Soemitro Djojohadikusumo, ahli 

ekonomi Indonesia, pembangunan daerah tidak hanya terfokus pada 

pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga melibatkan aspek-aspek 

seperti peningkatan kualitas hidup masyarakat, pemberdayaan 

sumber daya manusia, dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal (Rani, 

2020). Pendekatan holistik ini mencerminkan kebutuhan untuk 

memperhatikan berbagai dimensi pembangunan yang saling terkait 

dan tidak dapat dipisahkan. 

Pandangan lain dari Dr. Ha-Joon Chang, seorang ekonom asal 

Korea Selatan, menyatakan bahwa pembangunan daerah tidak hanya 

mencakup pertumbuhan ekonomi, tetapi juga distribusi hasil 

pembangunan yang adil. Ia menyoroti perlunya menerapkan 

kebijakan yang mendukung pemerataan ekonomi dan mengurangi 

kesenjangan antar wilayah (Chang, 2011). Menurut hemat saya, dapat 

disimpulkan bahwa pembangunan daerah adalah suatu proses yang 

komprehensif yang melibatkan banyak aspek-aspek ekonomi, sosial, 

dan budaya, serta mengejar tujuan kesejahteraan yang merata di 
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nilai-nilai budaya, tradisi, dan pengetahuan lokal dalam perencanaan 

dan implementasi kebijakan pembangunan. Fokus utamanya adalah 

untuk memastikan bahwa pembangunan tidak hanya menciptakan 

perkembangan ekonomi, tetapi juga melestarikan identitas budaya 

setempat 

Pentingnya mempertahankan budaya lokal dan mendukung 

masyarakat adat dalam pembangunan daerah terletak pada 

pengakuan akan keunikan setiap wilayah. Hal ini mencakup 

pelestarian warisan budaya, metode pengelolaan sumber daya alam 

yang berkelanjutan, dan pemberdayaan masyarakat dalam 

pengambilan keputusan terkait pembangunan. Pengintegrasian 

kearifan lokal dapat menghasilkan pembangunan yang lebih 

berkelanjutan, merata, dan diakui oleh masyarakat yang tinggal di 

wilayah tersebut. 

Sebagai penutup pembangunan daerah yang berorientasi pada 

budaya dan lokalitas harus melibatkan partisipasi aktif masyarakat 

setempat, menghargai tradisi, serta mengakomodasi pengetahuan 

adat. Dengan demikian, pembangunan dapat menjadi alat untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat sambil melestarikan 

identitas budaya yang berharga dan unik. 
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Pendahuluan 

Kebijakan otonomi daerah di Indonesia yang mulai berlangsung sejak 

tahun 2001 berdampak pada transformasi hubungan antara 

pemerintah di tingkat pusat dan pemerintah di tingkat daerah. Pada 

prinsipnya, pemberian otonomi pada daerah merupakan upaya 

memberikan peluang daerah dalam mewujudkan bentuk 

pemerintahan yang memenuhi kepentingan serta melayani keinginan 

masyarakat di daerah, memajukan bentuk manajemen pemerintahan 

yang efektif, dan mendekatkan layanan kepada masyarakat.  

Pemberlakuan kebijakan otonomi daerah membawa sejumlah 

akibat, salah satunya adalah terjadinya lonjakan daerah otonom di 

Indonesia yang terwujud lewat proses pemekaran daerah. Dari tiga 

konsep penataan daerah, yaitu pemekaran, penggabungan dan 

penghapusan daerah, pemekaran menjadi opsi yang paling banyak 

dipilih untuk mewujudkan tujuan dari otonomi daerah. Sebab, 

pemekaran daerah berimplikasi pada terbukanya celah-celah 

kekuasaan dan juga celah bisnis bagi sejumlah kelompok. Alasan 

penting dari pemekaran wilayah seperti peningkatan kesejahteraan 

dan pelayanan publik kerap dijadikan alasan untuk menutupi motif 

lain dari pemekaran daerah khususnya motif politik. (Muhtar 

Haboddin, et.al,2008) 
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Sejak tahun 1999, terjadi kenaikan yang cukup tinggi terhadap 

jumlah daerah di Indonesia. Sebanyak 205 daerah telah dibentuk 

melalui proses pemekaran daerah, yang terdiri dari tujuh (7) provinsi, 

seratus enam puluh empat (164) kabupaten dan tiga puluh empat (34) 

kota. Penambahan jumlah tersebut, menjadikan Indonesia memiliki 

33 provinsi, 398 kabupaten, serta 93 kota. Sehingga jumlah 

keseluruhan daerah di Indonesia pada semua tingkatan daerah adalah 

524 daerah. (Kementerian Dalam Negeri, 2010). Meskipun kebijakan 

untuk menghentikan sementara pemekaran daerah melalui 

moratorium pemekaran daerah telah diberlakukan, namun, jumlah 

daerah otonom tersebut terus bertambah hingga saat ini. Berdasarkan 

update terbaru terkait jumlah daerah otonom di Indonesia hingga 

Februari 2024, Indonesia mempunyai 38 provinsi, 416 kabupaten dan 

98 kota. Pertumbuhan jumlah daerah pada setiap tingkatannya 

disajikan pada tabel berikut ini. 

 

Tabel 12.1: Pertumbuhan Jumlah Daerah di Indonesia Pada 

Setiap Tingkatannya Sejak Tahun 1999 

Tingkatan 
Daerah 

Sebelum Pemekaran Setelah Pemekaran 

Tahun 1999 
Tahun  

1999-2010 
Tahun  

2011-2024 
Provinsi 27 33 38 
Kabupaten 234 398 416 
Kota 59 93 98 

         Sumber: Olah Data Pribadi Dari Berbagai Sumber 

 

Berdasarkan tabel yang disajikan di atas, diketahui bahwa 

lonjakan jumlah daerah yang dibentuk lewat jalur pemekaran 

berlangsung di seluruh tingkat pemerintahan, baik propinsi, 

kabupaten dan kota. Hal itu tidak terlepas dari regulasi yang mengatur 

tentang penataan daerah khususnya regulasi mengenai pemekaran 

daerah. Peningkatan daerah hasil pemekaran terjadi sebab dalam 

regulasinya, proses pemekaran memposisikan daerah dan pengusul 

pemekaran daerah menjadi indikator utama. Pengaturan semacam itu 

tentu saja membuka kemungkinan terjadinya money politic, dan 

politik identitas sehingga proses pemekaran pada akhirnya 

melenceng dari tujuan awalnya. Terlebih lagi, mekanisme pemekaran 
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Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah daerah 

otonom di Indonesia khususnya provinsi masih dapat terus 

bertambah dari jumlah yang ada saat ini. Akan tetapi, meskipun 

peluang untuk melakukan pemekaran daerah tetap terbuka, namun 

hendaknya konsep penataan daerah tidak hanya ditafsirkan sebagai 

pemekaran daerah saja. Apabila berdasarkan hasil kajian dan evaluasi 

dinilai bahwa daerah hasil pemekaran gagal mewujudkan tujuan dari 

otonomi daerah, maka keberanian pemerintah pusat sangat 

diperlukan untuk melakukan penggabungan ataupun penghapusan 

terhadap daerah tersebut. Adanya satuan pemerintahan di tingkat 

daerah dalam konsep negara kesatuan bergantung pada pemerintah 

pusat. (Ibnu Sam Widodo, et.al, 2023). Jika pemerintah pusat memiliki 

kewenangan membentuk pemerintahan otonom di tingkat daerah, 

maka pemerintah pusat juga memiliki kewenangan yang sama untuk 

menghapus atau menggabungkan daerah otonom yang gagal 

mewujudkan tujuannya. 
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Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah  
Semua orang dapat mendefinisikan arti dari pengawasan sesuai 

dengan karakteristiknya masing-masing, definisi itu kemudian 

disepakati dan dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 

Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah yang berbunyi Pengawasan ialah segala hal yang 

dapat menjamin penyelenggaraan Pemerintah Daerah dapat berjalan 

dengan efisien dan efektif.  

Dalam hal ini pengawasan dan penyelenggaraan pemerintah 

daerah sangat erat kaitannya karena dasar keduanya ialah segala 

aktivitas dan usaha dalam rangka mengetahui apakah 

penyelenggaraan pemerintah daerah telah sesuai dengan nilai-nilai 

yang semestinya. Tujuan dari diadakannya kegiatan pengawasan 

adalah untuk membuktikan apakah aktivitas penyelenggaraan 

pemerintah daerah telah sesuai dengan tolak ukur yang ditentukan. 

Siagian dalam Suyanto berpendapat pengawasan adalah sebuah 

proses pengamatan seluruh kegiatan yang dilakukan oleh siapa saja, 

baik perorangan maupun organisasi yang berkepentingan. Tujuannya 

agar semua kegiatan, angan-angan, dan keinginan yang sedang 

berjalan sesuai dengan rencana (Sujamto, 1986).  
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administratif oleh Presiden, Menter, dan Gubernur sebagai wakil 

pemerintah pusat di daerah.  

Sanksi administratif dilakukan tidak terjadi lagi hal yang sama 

di kemudian hari, pengaplikasian sanksi berupa:  

a. Teguran yang dilakukan secara tertulis oleh pihak yang 

bersangkutan. 

b. Diberhentikan sementara atau seterusnya hak-hak dan 

kewajiban yang selama ini telah diemban.  

c. Menerima program pengembangan khusus untuk yang 

ditetapkan pemerintah.  

d. Pemberhentian sementara selama 3 (tiga) bulan dan/atau 

e. Pemberhentian dari jabatannya.  

4. Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif  

Apabila kepala daerah dan jajarannya telah terbukti melakukan 

pelanggaran maka tahap menjatuhkan sanksi administratif berupa:  

a. Teguran secara tertulis  

b. Teguran secara tertulis kedua  

c. Pemberhentian sementara selama 3 (tiga) bulan dan/atau 

d. Pemberhentian dari jabatannya.  

Sebelum menjatuhkan sanksi pengawas harus betul-betul 

meyakini bawah pejabat Negara yang bersangkutan betul-betul 

bersalah. Penjatuhan sanksi pun harus dilakukan secara objektif, 

teliti dan didukung oleh fakta, dokumen dan informasi yang akurat.  

Setelah mendapatkan pernyataan teguran maka kepala daerah 

atau jajarannya wajib menindaklanjuti teguran tersebut dengan 

tetap melaksanakan program strategi nasional, melaksanakan 

program strategi nasional harus segera dijalankan paling cepat 14 

(empat belas) hari atau pang lambat 21 (dua puluh satu) hari 

setelah teguran pertama berikan. Apabila dalam jangka waktu 

tersebut tidak ada perubahan oleh pihak yang mendapat sanksi 

pemberhentian sementara selama 3 (tiga) bulan, setelah itu maka 

teguran akan dilayangkan teguran kedua. Usulan pemberhentian 

sementara atau pemberhentian  sementara ditindaklanjuti paling 

lama 30 (tiga puluh) hari sejak Presiden menetapkan 

pemberhentian kepada Gubernur/Wakil Gubernur atas usulan 

Menteri.   
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Apabila kepala daerah dan/atau anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah dijatuhi sanksi administratif maka tidak akan 

mendapatkan haknya menerima gaji  selama 3 (tiga) bulan. 

Ketentuan ini tidak berlaku apabila kepala daerah dan/atau 

anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengajukan atau masih 

dalam proses keberatan atas sanksi administratif yang 

diterimanya.  
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Kebijakan Desentralisasi Asimetris di Indonesia 

Apabila ditelisik ke dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (1), secara expressive 

verbis dinyatakan bahwa “Negara Indonesia ialah negara kesatuan 

yang berbentuk republik”. Dalam negara kesatuan, pemerintah pusat 

pada dasarnya bertanggung jawab melaksanakan tugas-tugas negara. 

Namun demikian, karena sistem pemerintahan Indonesia menganut 

asas negara kesatuan yang didesentralisasikan ada tugas-tugas 

tertentu yang diurus sendiri, sehingga menimbulkan hubungan 

timbal-balik yang melahirkan hubungan kewenangan dan 

pengawasan. (Manan, 1993, p. 3) 

Dalam Putusan MK Nomor 32/PUU-X/2012, Mahkamah 

Konstitusi memberikan penafsiran terhadap norma pasal 18 ayat (1) 

UUD 1945 yang berbunyi “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi 

atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas 

kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu 

mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-

undang”.  

Dalam ratio decidendi putusan, Mahkamah menyatakan “Dengan 

adanya pembagian itu secara implisit wilayah 

provinsi/kabupaten/kota tidak lain merupakan wilayah kesatuan 

Negara Republik Indonesia yang untuk hal-hal tertentu 
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kewenangannya didelegasikan kepada provinsi/kabupaten/kota 

untuk mengaturnya. Apabila dibaca cermat, UUD 1945 sengaja 

memakai kata “dibagi” agar menghindari kata “terdiri dari” atau 

“terdiri atas”. “Hal ini bertujuan untuk menghindari konstruksi hukum 

bahwa wilayah provinsi/kabupaten/kota eksistensinya mendahului 

eksistensi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”. “Dengan 

demikian wilayah provinsi/kabupaten/kota merupakan wilayah 

administrasi semata dari wilayah NKRI, yang berbeda dengan negara 

federal”. (32/PUU-X/2012) 

Secara historis sebelum perubahan UUD 1945 dalam bab VI 

(enam) tentang Pemerintahan Daerah, sudah ditentukan rumusan 

norma daerah di Indonesia secara asimetris. Hal ini terlihat dalam 

pasal 18:”Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, 

dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-

undang, dengan memandang dan mengingati dasar permusyawaratan 

dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal-usul dalam 

daerah-daerah yang bersifat istimewa”. 

Namun, pasca perubahan UUD 1945 diskursus desentralisasi 

asimetris semakin mengemuka dan menguat. Dewasa ini, riset 

mengenai konsep “desentralisasi asimetris” berkenaan dengan 

pemberian otonomi kepada suatu daerah melalui kewenangan yang 

dimandatkan secara konstitusional untuk menyelenggarakan 

pemerintahannya secara mandiri, namun tetap melihat besaran 

kewenangan yang diberikan kepada daerah tersebut. (Konstitusi, 

2022) 

Pasal 18A ayat (1) UUD 1945 membuka keran kemungkinan 

desentralisasi asimetris. Secara holistik ketentuan norma pasal 

tersebut menyatakan “Hubungan wewenang antara pemerintah pusat 

dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota, atau antara 

provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang 

dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah”.  

penegasan, frasa “dengan memperhatikan kekhususan dan 

keragaman daerah” menjadi landasan konstitusional bahwa setiap 

daerah yang mempunyai keunikan dapat diberikan kewenangan 

secara asimetris dari daerah lainnya. 
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sekali. Artinya, UU Otsus tidak bisa menjadi solusi aspirasi 

pemisahan diri terkait perbedaan persepsi legalitas Pepera. (Huda, 

2015, p. 288) 

 Selain daripada itu masih ada masalah penerapan otsus 

seperti substansi otsus justru menimbulkan konflik antara 

masyarakat Papua dengan pemerintah seperti lambang dan 

bendera daerah, dimensi politik jauh lebih kuat dibanding 

pembangunan dan kesejahteraan, masih terjadinya kekerasan oleh 

aparat keamanan ataupun Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), 

serta sumber daya alam papua dieksploitasi secara besar-besaran 

tanpa diiringi dengan pengurangan kemiskinan dan peningkatan 

Indeks Pembangunan Manusia. (LIPI, 2021). 
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Desentralisasi Asimetris Di Indonesia  

Daerah-daerah di seluruh wilayah Republik Indonesia mempunyai 

budaya, khas, agama dan kultur yang sangat beragam. Nilai-nilai yang 

bekerja di masyarakat Indonesia juga beragam, antara satu etnis 

dengan etnis lain berbeda, antara satu agama dengan agama lain 

berbeda, antara satu daerah dengan daerah lain juga berbeda. 

Keberagaman inilah yang menjadikan awal dari pentingnya 

pengaturan daerah yang berbentuk Desentralisasi Asimetris. 

Pengaturan daerah di Indonesia secara Asimetris sudah diatur 

pada Bab VI UUD 1945 (sebelum perubahan) tentang Pemerintahan 

Daerah pada Pasal 18, yang berbunyi: “Pembagian daerah Indonesia 

atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya 

ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan 

mengganti dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan 

negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat 

istimewa”. Dengan penjelasan sebagai berikut: 

“….Dalam teritoir Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 

zelf-besturende landchappen dan volksgemennschappen, seperti 

desa di Jawa dan Bali, negeri di Minangkabau, dusun dan marga 
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pemimpin nasional telah menerapkan konsep otonomi dalam 

penyelenggaraan pemerintahan di daerah dengan kadar yang 

berbeda-beda. Desentralisasi asimetris dalam bentuk otonomi khusus 

merupakan perwujudan desentralisasi yang disesuaikan dengan 

karakteristik daerah sehingga tidak disamaratakan secara general 

penerapannya pada seluruh daerah di dalam suatu negara. 

Desentralisasi asimetris menjawab serta mengakomodir 

kekhususan provinsi-provinsi yang ada di Indonesia dengan tujuan 

agar provinsi tersebut berkembang secara pesat sesuai dengan 

kekhususannya. Salah satu hal yang melatarbelakangi diterapkan 

kebijakan Desentralisasi asimetris adalah adanya konflik separatisme 

di beberapa provinsi seperti Aceh dan Papua. Dalam konteks ini maka 

kebijakan desentralisasi asimetris merupakan bagian dari manajemen 

konflik untuk meredam konflik agar tidak lebih parah lagi. Meskipun 

dilapangan masih banyak konflik yang terjadi dari diterapkannya 

desentralisasi asimetris ini. Sehingga desentralisasi asimetris tidak 

mutlak sebagai penyelesaian sebuah konflik secara keseluruhan di 

daerah.  

Selain konflik separatisme, keistimewaan daerah juga menjadi 

salah satu latar belakang diterapkannya desentralisasi asimetris 

seperti di Yogyakarta dan otonomi khusus di DKI Jakarta. 
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